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MOTTO

*SESUNGGUHNYA ALLAH MEMERINTAHKAN BERLAKU
ADIL DAN BERBUAT KEBAJIKAN SERTA MEMBERI
KEPADA KAUM KERABAT. DAN ALLAH MELARANG DARI
PERBUATAN KEJ, KEMUNGKARAN DAN PERMUSUHAN.
DIA MEMBERI PENGAJARAN KEPADA KALIAN, AGAR
KALIAN DAPAT MENGAMBIL PELAJARAN"

{ Tenemahan QS An MNahl : 90 )

Sumber: Terjemahan Al Jami ush Shahih 2000, hal. 139
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ABSTRAKSI

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai kelanjutan dan tuntutan reformasi 1998
termyata masih menyisakan sejumlah permasalahan baik dari sisi perangkat hukum
maupun dan sisi pelaksanaan ¢ lapangan. Dikeluarkannya aturan hukum tentang
pemerintahan dagrah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 telah memimbulkan implikasi
vuridis untuk dilaksanakan oleh dacrah di selurub wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Hal yang kemudian menank untuk dibahas adalah kehadiran lembaga baru di
tingkat desa vaitu BPD (badan pewakilan desa) sebagai amanat dan UU
pemerintahan daerah. Lembaga ini kemudian berperan sebagai mitra kerja bagi
pemerintah desa terutama kepala desa sebapai kepala eksekutif di tingkat desa. Pola
kemitraan itulah vang kemudian tercermin dalum hubungan mekanisme kena kepala
desa dan BPD dalam melaksanakan pemabangunan di desa demi mewujudkan tujuan
negara yokni mewujudkan masvarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945,

Namun demikian, sermgkali antara das sollen (teon) dan das sein (prakiek)
tidak selalu bejalan seinngan. Mekanisme hubungan Kerja kepala desa dan BPD vang
seharusnya dijalankan dalam suasana harmonis dan  kebersamaan masih jauh dai
harapan. Untuk itulah, dalam melaksanakan fungs dan tanggung jawab masing-
masing vakni kepala desa dan BPD scharusnya tetap mendasarkan pada sturan hukum
dan lebih mengutamakan kepentingan masvarakat desa. Disamping itu, komunikasi
vang intensif (kerap) perlu terus ditingkakan agar ndak tejad saling kecurigaan antar
sesama institust i ingkat desa tersebut (kepala desa dan BPD), schingga hal-hal
vang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik
sésual dengan porsi dan propos: kerjanya masing-masing,

i
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BABI
FPENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Reformasi di Indonesia vang berawal sejak tahun 1998 ternvata tidak
hanva sekedar jarpon kosong vang tidak memberikan dampak apa-apa b
bangsa 1. Betapa retormas: disadari memberikan inspirasi perubahan di banvak
seg dalam kehidupan berbangsa dan bemnepara dv Indonesin Salah satu dari
perubshan tersebut adalah dikeluarkannya peraturan‘kebijakan baru tentang
vemermtanan dacrah vane ditandai denean ditetapkannva  Undane-Undane
tentang Pemenntahan Daerah taneeal 7 Mei 1999 dan mulai berlaku mulai Januari
2001, Kebriakan otonomi daerah vang didalamnva memuat otonomi desa. telah
bereulir seiak diberlakukannve UU No. 22 Tahun 1999 tentane Pemerinizhan
Dacrah dan UL No. 25 Tahun 1999 tentane Perimbangan Keuangan Antara Pusat
Dan Daerah. Di banvak daerah. bahkan sampai ke tingkat desa saat ini sedang
berupava untuk  menvesuaikan (atanan  kehidupan pemerintahan  dan
penvelenggaraan pembangunan berdasarkan peraturan perundangan vang baru
tersebul, yang tentu saja disesuaikan dengan potensi, persoalan dan aspirasi
masvarakat setempat,

Rurang lebih 2 (dua) tahun sudah UL tentang pemerintahan daerah
diberlakukan. Sangat disadan bahwa masih terdapat banvak sekali kekuringan
dan kelemahan baik dalam hal perangkat hukumnva maupun pelaksanaan di
lapangan yang tentu masih jauh dari sempurna Kelemahan dari pelaksanaan
otonomi Desa it salah saw faktor penvebabnva adalah, karena masyarakatl dan
pemenniah desa masih dalam tarat transisi (peralihan) dari peraturan lama yaitu
ULl No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa vang notabene masih
menerapkan pola vang “fop down” (dari atas ke bawah) dan cenderung tidak
memperhatikan aspimas: dan demokrasi rakvat, menuiu peraturan baru yaitu LU
Otonomi Daerah vang lebih mencerminkan semangat demokrasi dan pola “hottom
up” (dan bawah ke atas)

e

b= WYERSITAS JEMBER

;@ Kok UPT Perpustakaan

o


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Menurut M. Ryaas Rasyid (dalam Santoso, 2002:19-20), ketika masih
menjabat menjadi Dirjen PUOD, menyampaikan suatu pandangan kritis mengenai
UUPD NU. 5 Tahun 1979, dolam Forum Rapat Konsuliasi penyelenggaraan
Pemenntahan Desa (21 Juli 1999). Periama, Penveragaman desa-desa. Kedua,
Proses Depowering. Kefiga, Pemenntzh desa menjadi alat mobilisasi Keempar,
Chonomi Desa tidak diakui secara tegas. Kefina, mengedepankan kekuasaan

Berangkat dan knuk vang dikemukakan oleh M Rvaas Rasvid tersebut,
dapatlah ditank sustu makna bahwa desa sebelum dikeluarkannya UL tentang
pemerintahan daerah masih menduduki posisi schagai ujung tombak pemerintah
di tingkat terendah dan segala sesuntumva masih ditentukan oleh institusi
pemerintah di atasnya (vaitu:camat), sehingga sulit bagi desa dengan potensi yang
dimilikinya umtuk mengembangkan secara maksimal berdasarkan kescpakatan
masyarakatnya karena masih adanya tekanan dari atas. Oleh karena itu tidak
mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat vang rop down ke arah masyarakat
betom up.

UU mntang pemenintahan dacrah saat ini dapat dimaknai sebagni
perangkat hukum yang memberikan “angin segar” bagi berjalannyva demokratisasi
di tingkat desa dan pelibatan peran masyarakat secara aktif Lahimya lembaga
baru di tingkat desa yakni BPD (Badan Perwakilan Desa) menjadi fenomena yang
menarik dan masth relevan sampai saat ini untuk dibicarakan, BPD vang oleh UU
lentang pemenniahan dacrah di bebani tanggung jawab vang salah satunya vaitu
sebagal wahana untuk menampung dan menvalurkan aspirasi masyarakal desa
kepada pemernntah desa untuk dilaksanakan, namun kenyataan di lapangan masih
sangat sulit untuk di realisasikan, Sebagai lembaga perwakilan masvarakat di
tingkat desa, BPD di harapkan dapat menjadi “Mitra” atau “Parter™ kerja bagi
pemernintah desa khususnya Kepala desa sebagai kepals eksekutif di tingkat desa.

Banyak kasus di lapangan yang menunjukkan BPD dan kepala desa masih
sulit. melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing, karena banyak
faktor. Misalnya, karena pemerintah desa masih “kebal krueik” atau kurang bisa
dan terbiasa menerima kntk yang sifatnya konstruktif {membangun) bag
kemajuan desa. Begitu juga sebaliknya, pemerintah desa seringkali kesulitan
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untuk melaksanakan tugas dan tangpung jawab pemerintahan desa karena
keberadaan BPD dianggap sebagai “pengacau baru” dari pada sebagai mitra bagi
pemenniagh desa. Misal, BPD) masih terlena oleh ewforia (pesta) reformasi
sehingga program desa tidak dapat berjalan dengan baik karena BPD-nya terlalu
berlebihan dalam melakukan fungsi pengawassnnya terhadap pemerintah desa
(kepala desa), sehingga kritik yang disjukan BPD bukan justru membangun
namun malah destrukif {menghancurkan/merusak) pembangunan desa

Cieh karena hal-hal yang terungkap di atas itulah yang kemudian menjadi
ketertarikan/latar belakang penulis skripsi untuk mengangkal tema hubungan
“kemitraan” antara BPD dengan Kepala Desa dengan Judul @ “Studi tentang
Mekanisme Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), di
Desa Kalipang, berdasarkan Perda No.1 Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan Dalam
Rangka Pelaksanaan Cronomi Desa ™

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian distas maka permasalahan yang akan penulis bahas
dalam skripsi 1mi yantu ;
I. Bagaimana konsep pelaksanasn otonomi desa sebagai sarana demokratisasi
desa ?

L]

Bagaimana konsep dan pelaksanaan kemitraan antara kepala desa dan BPD
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dess 7

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

I Untuk mengetahui aturan hukum normatif mengenai hubungan kerja BPD dan
kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

2. Untuk mengetahui realisasi {pelaksanaan) dari aturan hukum mengenal
hubungan kerja BPD dan kepala desa sesuai dengan sample penelitian vaitu di
Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
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1.3.2 Manfaat

[ Apar hal-hal yang berkmitan dengan kesulitan atau hambatan terlaksananya
hubungan kenja BPD dan kepala desa dapat terungkap dan mendapatkan
alternatif solusi (pemecahannya) sehingga sesuai dengan aturan hukumnya.
Agar hasil penelitian ini dapal bermanfaat bagi BPD dan kepala desa
khususnya di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dalam
melaksanakan hubungan kerja sesuai yang diamanatkan dalam Perda No
Tabun 2000 Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Badan Perwakilan
Desa,

3]

L4 Metode

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode-metode tertenty yang
sistematis dan terarah, untuk mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang
memiliki nilai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Surakhmad (1982:131), metode adalah suatu cara utama yang
dipergunakan untuk mencapai suatu twjuan, Untuk pembahasan skripsi ini
menggunakan metode deduktif, yaiu metode yang bermula dari pengetahuan
yang bersifat umum, bertitik tolak dan pengetahuan yang bersifat umum hendak
menilm suatu kejadian vang khusus (Hadi, 1984:42),

L4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi inj
adalah secara normatif® (vuridis murni), vaitu pendekatan masalah yang
menggunakan sumber data sekunder dan pendekatan empiris sosiologis (vuridis
sosiologis), yaitu pendekatan yang menggunakan data primer (Sumitro, 1984:24),
Pendekatan masalah imi dimaksudkan untuk mengetahu penerapan ketentuan-
ketentuan yang lerdapat dalam Perda No.! Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan
tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, serta peraturan lainnya yang
beriaku di tengah masyarakat, khususnys yang berkaitan dengan pelaksanaan
Utonomi Desa.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang dugunakan dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam
yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sepanjang vang hendak diteliti adalah perilaky
(hukum) dan penyelenggarnan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan
otonomi desa, sehingga perlu ada penelitian secara langsung pada masyarakat
desa sesual tempat penelitian yang ditentukan oleh penyusun skripsi. Data vang
diperoleh secara langsung dari masyarakat disehut data primer {Sockanto,
1982:173). Dalam hal ini, sumber data diperoleh langsung di lapangan vaitu dari
hast] wawancara dengan Kepala Desa, Badan perwakilan Desa, Perangkat Desa,
seria tokoh masyarakat vang ada di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten
Pasuruan,

1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soemitro,
1990:52). Data sekunder diperoleh dari membaca literature-literatur yang
memiliki relevansi dengan materi penulisan, perundang-undangan, peraturan
pemeriniah, Keputusan Mentri maupun Peraturan Dacrah tentang pelaksanaan
otonomi daerah, doktrin atau pendapat parn sarjana yang berhubungan dengan
mater penulisan skripst ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam sknpsi ini penulis mengpunakan metode
sehagat berikut |

1.4.3.1 Studi Pustaka

Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka ini, dilakukan berdasarkan
pada penelaahan atas karya tulis atau keterangan para ahli, undang - undang serta
peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen (data-data) vang ada di desa. Data
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vang diperoleh dari berbagai bahan yang mengandung berbapgai sudut pandang
tentang otonomi desa, kemudian diolah untuk dibandingkan, terutama prakick
yang terjads di desa serta yang diperoleh dalam teon, selanjutnya data dan bahan-
bahan tersebut dianalisis secara kualitatif

1.4.3.2 Penelitian Lapangan

Feneliian i lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara
langsung dengan beberapa informan yang berkaitan dengan masalah yang
diangkat dalam sknipsi ini yaitu : Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD
Perangkat Desa serta tokoh masyarakat di tempat penelitian vaitu Desa Kalipang

¥

Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (Badan Penerbit Universitas Jember,
1998:18 ).

1.5 Analisis Duta

Tujuan analisis data di dalam penulisan adalah mengolah data dan
penemuan-penemuan, hingga menjadi suatu data vang teratur serta labih berarti,
Penelittan yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini, bersifat deskriprif
kwalivarif, vaitu melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan mateni skripsi, serta membandingkannya dengan fakta
vang diperoleh dalam penclitian.

Menurut Melly G. Tan (dalam Koentjoroningrat, 1983:29) dalam buku :
“Metode-Metade Penelitian Masyarakar™ dijelaskan, bahwa penelitian bersifat
deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau
penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suaty
gejala dengan gejela lainnya dalam masyvarakat Penggambaran vang dimaksud
dalam hal ini, tentang masalah pelaksanaan otonomi desa yang di dalamnya
mensyaratkan adanya hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa di desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan,
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BARB I
FARKTA, LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM

2.1 Fakta

Fakta yang menjad) latar belakang dari pembahasan skripsi adalah adanya
kasus vang terjadi berkaitan dengan mekanisme hubungan kerja antara BPD dan
Kepala Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Kasus tersebut
memberikan signal (mnda) bahwa masih terlihat hubungan kerja yang terjalin
antara BPD dan Kepala Desa tidak selalu sesuai antara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dengan pefaksanaannyva. Kasus tersebut berawal
sekitar Bulan September 2002, Kepala Desa Kalipang menyuruh orang untuk
menebang pohon mangga di Tanah Kas Desa yang menjadi Hak Tanah Bengkok
Kepala Desa sebanyak 10 batang pohon, Potongan pohon mangga itu kemudian di
jual dan hasilnva untuk bisva perawatan bangunan Bala Desa. Namun, setelah
penebangan pohon mangpa tersebut, ada isu vang beredar di kalangan anggota
BPD bahwa Kepala Desa menebang pohon di atas tanah kas desa vang sebenamya
bukan kewenangan Kepala Desa untuk menpambil hasil di atas tanah tersebut.
sampa ada “selebaran gelap” yang beredar keseluruh penjury desa tentang
“kelancangan” Kepala Desa menebang pohon di atas tanah kas desa dan menuntut
BPD sebagai wakil rakyat Desa Kalipang untuk menegur Kepala Desa, dan bila
perlu memecat Kepala Desa Kalipang. Sehingga kemudian BPD memanggil
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalipang untuk mempertanggungiawabkan
tindakan Kepala Desa tersebut. Dalam Rapat bersama yang dihadiri antara lain -
BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa bersama Perangkat Desa Kalipang, terungkap
bahwa hasil penjualan pohon mangga itu sebesar Rp. 12500000, Keseluruhan
hasil penjualan batang pohon mangga tersebut digunakan untuk membayii
pengecatan Bangunan Balai Desa Kalipang dan pagarnya, yang pembiayaan
pengecatan itu termyata memakan biaya sebesar Rp 400,000,00, Jadi masih ada
kekurangan biaya sebesar Rp 275.000,00 vang diambilkan dari dana pribadi
Kepala Desa Kalipang. Namun untunglah kasus tersehut tidak sampi
berkepanjangan dan dapat diselesaikan lewat jalur musyawarah bersama para
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pihak yang terkait di desa, sehingga tidak sampai meresahkan masyarakat Desa
Kahpang,

2.3 Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penulisan skripsi adalah :

L. Undang - Undang Dasar 1945
I. Pasal 18 B Ayat (2) ;

“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masvarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masvarakat dan prinsip Nepara Kesatuan
Republik Indonesia vang diatur dalam undang-undang”

Z. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,

. Pasal | {e):
Desentralisasi  adalah  penyershan  wewenang  pemeriniahan  oleh
pemerintah kepada dacrab olonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

b. Pasal 1 (h);
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sectempat menurut prakiarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan pemturan  perundang-
undangan

c. Pasal I (i) :
Dacrah otonom, selanjutnva disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas deerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakal setempat menurut prakarsa sendini
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
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h.

Pasal 99 ;

Kewenangan desa mencakup :

4. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan vang berlaku
belum dilaksanakan oleh dacrah dan pemerintah ; dan

¢. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah -

& Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,

b. Membina kehidupan masyarakat desa;

€. Membina perckonomian desa:

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyorakat desa;

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa: dan

I Mewakili desanya di dalam dan i luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukumnya,

Pasal 102 :

a, Dalam melakukan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 101, kepala desa ¢

b. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, dan

¢. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnyva kepada bupat

Pasal 104 ;

Badan Perwakilan Desa atau vang disebut dengan nama lain berfungsi

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, minampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap

penvelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 105 ;

a. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dani dan oleh penduduk desa
vang memenuhi persyaratan,

b. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.
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c. Badun Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa
d, Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa
#. Pasal 18 Avat(1):
Kepala Desa  memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa
berdasarkan kebijakan vang ditetapkan bersama Badan Perwakilan
Desa,
b. Pasal 20 :
(1) Kepala Desa berhenti, karena -
it memnggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
¢, tidak fagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau
Janji,
d. berakhir masa jabatan dan telah ditantik kepala desa vang banu;
. melakukan perbuatan vang bertentangan dengan ketentuan
[. peraturan perundang-undangan vang berlaku atay norma yang
hidup dan berkembang dalam masvarakat desa.
(2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa
e Pasald7:
Anggota dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa tidak diperbolehkan
merangkap jabatan sehagai Kepala Desa dan Perangkat Desa

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 64 tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa

w.  Pasal 1(b):
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemenintahan yang dilaksanakan oleh

Pemenmntah Desa dan Badan Perwakilan Desa
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b, Pasal 48 :
(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
(2} Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan
persetujuan dar BPD.

S Peraturan Dacrah No.l Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan tentang
Pembentukan Badan Perwakilan Desa,
a. Pasal | :

a. Kepala Daerah adalah Bupat Pasuruan

b Desa atau yang disebut lun adalah kesatuan masvarakot hukum vang
memifikl kewenangan untuk mengatur dan  mengurus kepentingan
masyarakal setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten

¢. Pemenntah Desa adalah Kepala Desa atau disebul nama lain dan
perangkat desa.

d. Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut nama lain adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang
berfungsi mengayomi adat istindat, membuat peraturan  desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masvarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenintahan desa;

e Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka atau tokoh dan kalangan
adat, agama., orgamsasi sosial politik, golongan profiest dan unsur
pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan
dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

b.  Pasal 10 avat (1) :

Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial

polittk, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dar

masing-masing wilayah Desa
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Pasal 33 :
(1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana  untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila,

(2) BPD berkedudukan scjajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 34 avat (1) :

4. Mengusulkan pejabat Kepala Desa ;

b. Memberikan persetujuan atas pemberhentian Perangkat Desa :

¢. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa :

d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ;

¢. Menampung dan menindaklanjuni aspirasi masyarakat :

Pasal 35 ayat (1) :

d. Mengayvomi yartu menjaga kelestanian adat istizdat vang hidup dan
berkembang di desa wvang bersanpkutan Sepanjang  menunjang
kelangsungan pembangunan |

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-
sama Pemenntah Desa ;

¢. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa, Angparan Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala
Desa ;

d. Menampung aspirasi masyaraket yaitu menangani dan menyalurkan
aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabar atau instansi
vang berwenang

Pasal 36 ayvat (1) :

BPD mempunyai kewajiban ;

& Mempertahankan dan memelihara keutuhan Nepara Kesatuan Republik
Indonesia,

b, Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala peraturan
peundangan |
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¢, Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemenntahan desa |
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
e Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
. Pasal 37 avat(l):
BPFD mempunya hak
a, Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa |
b. Menilai, menenima atau menolak peranggungiawaban Kepala Desa,
Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
Mengadakan perubanhan Rancangan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Peraturan Tata Terith BPD.

& n

2.3 Landasan Teori
Dalam penyusunan skopsi ini, penulis menggunakan beberapa landasan teoni

sebagai berikut

1. ionomi Daerah

Menurut Pasal 1 (h) Undang-Undang No.22 Tahun 1999, vang dimaksud
dengan Ctonomi Daerah adalah | "kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus Kepentingan masyarakal setempat menurut prakarsa sendin
berdasarkan aspirasi masyarakatl sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Otonomi adalah  mengurus  rumah  tangga sendin atau  pelaksannan
pemerintahan sendin (Gunawan, 1999:367). Maknanva dalam pemenintahan,
otonomi berarti melaksanakan pemerintahan secara mandiri berdasarkan potensi
vang dimiliki oleh daerahnya secara optimal umtuk mencapai kemakmuran
masyarakist setempat. Otonomi Daerah berarti penyelenggaraan pemernintahan
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nvata dan
bertanggungjawab kepada daerah s¢cara proporsional untuk mewujudkan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,
serta perimbangan kevangan pusat dan daerah dalam kerangka Newara Kesatuan
Republik Indonesia. (Team Work Lappera, 2001: 28).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

Selanjuinya, secara filosofis, formulasi dan implementasi otonomi haruslah
beronentasi pada : pertama, realisasi dan implementasi demokrasi: kedua,
realisasi  kemandirian  secarn  nasionsl dan  mengembangkan  sensitivitas
kemandinan dacrah, kefigo, membissakan daerah untuk mendewasakan diri dalam
memranage (mengatur) permasalaban dan kepentingannya sendin; keempar,
menyiapkan political schoolimg untuk masyarakat, kelfima, menyediakan saluran
bag aspirasi dan partisipasi daersh, dan keemam, membangun efisiensi dan
efcktifitas pemenntahan ( Soewarpono dalam Mahfud, 1999570,

2. Daerah Otonom

Menurut Pasal | (i) UU No.22 whun 1999, Daerah Otonom, selanjutnya
disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyal batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat dalam tkatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pengertian daerah otonom dapat dikonsepsikan bahwa daerah
vang mempunyai kewenangan unfuk mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai
dengan aspirasi dan prakarsa masyarakal setempat serta letap memperhatikan
karakter, sifat, kebutuhan dan kepentingan yang ada di daerah terschut, vang bisa
saja berbeda dengan daerah lannya. Namun, tujuannya harus diorientasikan untuk
meningkatkan kesejuhteraan masyarakat daerah, bukan umtuk membentuk “raja-
raja” kecil di dacrah yang justru menjadi alat penindas bary bagi rakvat. Artinya,
duerzh otonom tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan harus tetap
mengutamakan aspirasi dan kontrol dari masyvarakat daeruh tersebut agar
kewenangan vang dimiliki daerah tidak diartikan sebagal kekuassan mutlak
daerah untuk mengeksplonasi daerah demi kepentingan sendiri (Mahardika,
2001:226 )
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3. Desentralisasi

Menurut pasal | (e) UU No. 22 Tahun 1999, Desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerntah kepada daersh otonom
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam  pandangan fain, Yamin (dalam Mahfud, 1999:189) pernah
menyatakan bahwa : “asas demokrasi dan desentralisasi berlawanan dengan asas
yang hendak menghimpun segalanya pada pusat pemerintzhan”, Sedangkan
menurut Hatta pernah mengatakan hal yang senada dengan itu, yakni - * Menurut
dasar kedaulatan rakyat, hak rakvat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada
pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa
dan dacrah.... Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atan
colongan  rakyat mendapat  peratuan-peraturan  sendini  dan  zelfhestunr
{menjalankan peraturan-peraturan vang dibust dewan vang lebih tinggi)....
Keadaan vang seperti itu penting sekali, karena keperluan tap-tiap tempat dalam
satu neger! Udik sama, melsinkan berlainan (Hatta dalam Mahfud, 1999:103),

Drirunut lebih jauh, dalam pandangan Toqueville (dalam Mahfud.’ 1999:573)
mengemukakan bahwa sustu pemerinishan merdeka vang tidak membangun
nstitusi pemerintahan ditingkat daerah adalah pemerintahan vang sebenamya
tidak membangun semangat kedaulatan rakyat karena di dalamnya tidsk ada
semangat kebebasan,

4.  Demokrasi

Demokrasi hendak menunjuk pada susty kondisi dalsm mana proses
pengambilan kebjjakan tdak dilakukan dengan cara paksa, militeristik, kekerasan
dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dial og. Dalam arti vang lebih umum
demokrasi adalah sistem pemerintahan vang menempatkan rakvat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat vang memerintah,
mengambil keputusan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Cugasan demokrasi
pada dasarnya berangkat dari sebuah anggapan bahwa setiap orang mempunyai
derajat, hak dan tanggung jawab vang sama Demokrasi meyaking bahwa scorang
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tidak bisa dibeda-bedakan, misalnya atas dasar suku, agama, atau warna kulit
Sedangkan keputusan yang sebaiknya langsung melibatkan rakyat (desa) antara
fain - pembentukan pemerintahan desa, kepala desa, dan wakil rakyat yang duduk
di badan perwakilan desa (Team Work Lappera, 2001 40-49),

Selanjutnya, menurut Manan (dalam Mahfud, 1999:187) yang menulis
disertasi tentang hubungan Pusmt dan Daerah di Universitas Padjadjaran
menyimpulkan bahwa ada tiga fakior yang memperlibatkan kaitan yang erat
antara demokrasi dan otonom serta desentralisasi, yaitu pertama, untuk
mewujudkan kebebasan (liherny); Kedwa, untuk menumbubkan kebiasaan di
kalangan masyarakat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang
langsung berkaitan dengan mereka; ketiga, untuk memberikan pelayanan yang
schatk-basknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan vang berbeda-
beda. Jadi prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan
(gezagverhouding) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salsh satu cara
untuk  mengimplementasikan  prinsip demokrasi. Artinva prinsip  demokrasi
melalui pemencaran kekuassan baik secara horizontal maupun sccara vertikal
Dhrunut febih jauh, bahwa salah satu karakter vang menonjol dan negara
demokrasi adalah adanya kebebasan schingga adanya institusi pemerintahan  di
ungkat daerah ity memiliki, minimal , dua makna: pertama, supava ada kebwasaan
bagi rakyat untuk memutuskan sendin berbagai kepentingan yang berkaitan secara
langsung dengan mereks; kedus, agar terbuka kesempatan untuk membuat
peraturan dan programnya sendinl bagi komunitas yang memiliki tuntutan yang
beragam (Toqueville dalam Mahfud, 1999:187).

5. Pemerintahan Desp

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 1 (b), vang dimaksud dengan
Pemerintahan Desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemenntah Desa dan Badan Perwakilan Desa, ™
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Selanjutnya, dalam Pemjelasan Peraturan Pemenintah No. 76 Tahun 2001
menegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah -

o Keanekgragaman, memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan
dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masvarakat sclempat, seperti
Nagan, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bor, atau
Marga Hal imi berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan
menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budava
masvarakat sctempat, namun harus bernegara,

b, Partivipasi, memiliki makna bahwa penvelenggaraan Pemenntaban Desa
harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa
memiliki dan merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan
bersama sebagai sesama warga Desa,

e Chonomi Asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada
hak asal-usul dan nilgi-nilai sosial budaya vang ada pada masyarakat setempat,
namun hurus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modem,

d - Demokeatts, memiliki makna bahwa penyelenggarann Pemerintahan Desa
hurus - mengakomodasi aspirasi  masywrakat yang  diartukulasikan  dan
diagregasi melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakat
sebagai mitra Pemenntah Desa,

e Pemberdavaan  masyarakat, mwemiliki makna  bahwa Penyelenggaraan
Pemermiahan Desa  diabdikan  untuk  meningkatkan  tarafl hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalul penetapan kebijakan, program, dan kegiatan
yang sesuai dengan esenst masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

6. (onomi Desa

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 dijelaskan
bahwa pengertian baru mengenai Desa seperti vang dirumuskan dalam UU No. 22
Tahun 1999 merupakan dasar menuju Self € roverning Commurity yaitu komunitas
yeng mengatur dirinya sendin.  Dengan pemahaman ini Desa  memiliki
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kewenangan untuk mengatur kepentingan masvarakatnya sesuai dengan kondisi
dan sosial budays setempat, maka posisi Desa memiliki otonomi asli sangat
strateges sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan
Otonomi Dacrah, karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengarihi
secara s1gnifikan perwujudan otonomi daerah

Selanjutnya dijelaskan bahwa Ctonomi Asli, memiliki makna kewenangan
pemenntahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada
masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administras:
modern.

Otonomi Desa dapat pula dimaknai schagai penempatan posisi desa vang
otonom, yakni dengan sendirinya memberikan peluang bagi desa untuk tumbuh
secara wajar, menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat setempat,
{Mahardika, 2001: 40),
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan akhir vang dapail penulis

rumuskan adalah

I Bahwa Otonomi Desa merupakan langkah penting yang harus di ambil dalam
penvelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewyjudkan demokratisas
di tingkat desa demi menuju masyarakat yang berdaya uniuk menghidupkan
dan mengelola kembali mekanisme pengawnsan sosial dan pelibatan dalam
keputusan diungkat desa schingga mampu memperkokoh penyelenggaraan
pemenniahan dess vang demokratis.

2. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan kepala desa dan badan perwakilan
desa memerlukan perangkat sehagal berkior

4. Fungsi dan tugas Kepaln Dess di em otonomi desa telah mengalami
perubahan paradigma, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa vang lebih
ditekankan pada kerjasama antara Kepala Desa dengan lembaga lain yang ada
di ungkat desa serta mendengar aspirasi masyarakat dalam  upaya
menngkatkan kesejahteraan masyarakat desa

b. Fungsi dan tugas Badan Perwakilan Desa menjadi bagian vang tidak kalah
pentingnya dalam penyelengguraan pemerintahan desa guna menampung dan
menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa yang di wakilinva untak
dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan lembaga terkaiat di
tungkat desa,

¢ Bahwa peran serta masvarakat dalsm pelaksanaan otonomi desa menjadi
penting karena masyarakat tidak lag: di posisikan sebagai objek pembangunan
melainkan  menjadi  subjek pembangunan dalam rangka mewujudkan
penvelenggaraan pemerintahan  desa yang demokratis dan mengutamakan
kepentingan masyarakat.

d. Bahwa pelaksanaan Perda No. | Tahun 2000 Kabupaten Pasuruan di Desa
Kalipang, terutama mengenai hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan

42
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Badan Perwakilan Desa ternyata masih kurang berjalan secara maksimal Hal

terscbut dapat terlihat dari fakta kasus vang ternjadi, dimana kasus itu di

pengarubi oleh beberapa faktor penting baik yang berasal dani Kepala Desa

maupun dan Badan Perwakilan Desa. Namun, hal terscbut patut menjadi

refleksi dan evaluasi bersama antara Kepala Desa dan BPD serta masyarakat

Desa pada umumnya bahwa pembangunan di Desa tidak dapat terlaksana

dengan baik jika komponen yong ada di dalamnya tidak bisa bekerja bersama

dafam suasana yang harmonis dan demokratis,

4.2 Saram

I

Bahwa untuk menjadikan aturan hukum mengenai hubungan mekamisme
kerjp BPD dan Kepala Desa dapat berjalan baik, diperlukan sosialisasi
yang intensif dan berkelanjutan kepada anggota BPD maupun Kepala Desa
serta pada Apamt Desa lainnya

Agar pelaksanagn di lapangan dapat beralan baik, diperlukan Juga
pemahaman yang utuh dan BFD dan Kepala Desa mengenai fungsinya
masing-masing, agar dalam melaksanakan fungsi kemitraan Desa, masing-
masing dari institusi Desa tersebut tidak berlebiban dan sesuai dengan
proporst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Peran senta masyarakat menjadi hal yang tidak kalah pentingnya datam
pelaksansan pembangunan di Desa. Untuk itu, baik Kepala Desa maupun
BPFD diharapkan selalu membangun komunikasi yang baik dengan
masyarakat agar program pembangunan yvang akon atau sudah terlaksana
di Desa benar-benar dapat memberikan kontribusi vang nvata bagi

masyarakat
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